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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

 

A. Latar Belakang 

SDM sebagai asset yang dimiliki setiap organisasi merupakan pelaksana 

atas kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.  Pengelolaan SDM menjadi 

kegiatan yang penting yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi/perusahaan. 

Hal ini dikarenakan SDM sebagai pelaksanaan pekerjaan akan menjadi penentu 

apakah organisasi/perusahaan tetap dapat menjalankan kelangsungan usahanya 

dan mencapai apa yang menjadi tujuannya atau tidak. Hasibuan dalam Subekhi 

dan Jauhar, (2013) juga menyatakan pentingnya pengelolaan SDM atau lebih 

dikenal sebagai manajemen SDM (MSDM). Hal ini dikarenakan MSDM 

merupakan kegiatan yang melakukan pengelolaan hubungan dan peranan antar 

tenaga kerja agar dapat berjalan dengan baik.  

Flippo (2013)  menyatakan manajemen SDM (MSDM) sebagai sebuah 

kegiatan yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengaturan pengelolaan 

dalam penerimaan SDM, peningkatan kualitas SDM, pemberian kompensasi, 

pengintegrasian dan pengelolaan lainnya terkait dengan SDM sebagai pelaksana 

dalam kontribusinya terhadap tujuan perusahaan, pegawai dan masyarakat.  

Namun dengan teknologi yang terus berkembang, lingkungan yang 

senantiasa terus berubah dan pemenuhan kebutuhan pelanggan atau masyarakat 

yang berkaitan dengan  organisasi, memaksa organisasi tersebut harus dapat bisa 

lebih responsive terhadap perubahan. Keberhasilan organisasi selain dari 

penguasaan teknologi juga ditentukan oleh kualitas SDM  yang sebagai pelaksana 

tugas. Pengelolaan SDM yang dilaksanakan disesuaikan dengan visi dan misi 

organisasi serta berorientasi kepada penguna layanan yang disediakan oleh 

organisasi tersebut. Aparatur negara yang berkualitas menjadi ujung tombak yang 

memegang peranan yang penting tercapainya tujuan dari intsansi tempat aparatur 

tersebut bekerja. Pengelolaan SDM yang dilakukan oleh perusahaan dan instansi 

pemerintah sebaiknya wajib di seluruh lini tingkatan mulai dari tingkatan 
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manajerial sampai tingkat individu. Ini dilakukan untuk memastikan pegawai di 

seluruh lini memiliki kompetensi untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai 

dengan aturan dan standar yang ada.  

Kompetensi sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai. Seperti yang dikutip 

oleh Tril Wi ldodo W. Utomo yang dilsampailkan dalam rapat Rapat kelrja BKD se l 

Jawa barat daril “Trelasury Board of Canada Se lcreltarilat, Framelwork for 

Compeltelncy-Baseld Managelmelnt iln thel Publilc Se lrvilce l of Canada, 1999” 

melnjellaskan yang dilmaksud de lngan kompeltelnsil adalah 

 “Thel knowle ldgel, skillls, abi lliltilels and, belhavilors that an elmployelel applile ls 

i ln pelrformilng hi ls/helr work and that arel thel kely elmployelel-rellateld lelve lrs for 

achilelvilng re lsults that arel re llelvant to thel organi lzatilon’s busilnelss strate lgilels”. 

Berdasarkan hal diatas dapat dikatakan bahwa kompetensi berhubungan 

antara kemampuan, pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang dimiliki pegawai 

dalam menjalankan pekerjaannya dengan tujuan mendapatkan apa yang yang 

telah ditetapkan oleh organisasi dalam strategis bisnisnya.  

Pada kompetensi dalam pengelolaan SDMnya dilakukan kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan pengembangan. Kegiatan pada pengembangan ini 

difokuskan pada peningkatkan kemampuan (skill), pengetahuan (knowledge) dan 

perilaku (attitude). Melalui pengembangan kompetensi diharapkan pegawai-

pegawai yang ada memiliki kemampuan yang sesuai sehingga dapat berprestasi 

dan berkinerja sesuai dengan standar pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. 

Pengembangan kompetensi sebagai Langkah awal mencapai kesuksesan pegawai 

dalam bekerja. Penetapan jenis kompetensi yang yang akurat maka akan 

mempermudah dalam penentuan pengembangan atas jenis pengetahuan dan 

ketrampilan apa saja yang dibutuhkan dalam keberhasilan pelaksanaan atas suatu 

pekerjaan. 

Program pelatihan tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan 

pengembangan yang bersifat teknis, manajerial dan kepemimpinan, pelatihan 

secara langsung dengan melaksanakan pekerjaan, dan/ atau  penugasan pekerjaan 

di bagian lain atau unit lain. Sehingga dapat dikatakan yang dimaksud dengan 
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pengembangan SDM disini yaitu sebagai upaya penyiapan peningkatan 

kemampuan intelektual individu pegawai dalam pelaksanaan penyelesaian 

pekerjaannya. Sehingga dengan dilakukannya pengembangan SDM, diharapkan 

akan ada peningkatan kualitas, kuantitas, maupun kemampuan kerja pegawai. 

Peningkatan kualitas, kuantitas maupun kemampuan kerja dapat diartikan bahwa 

pegawai tersebut memiliki kompetensi.  

Kompetensi yang ada di seorang pegawai akan memiliki pengaruh 

terhadap kinerja yang dihasilkan. Baik atau tidaknya kinerja yang dihasilkan oleh 

pegawai maka memberikan pengaruh terhadap kinerja ke satuan kerja (Satker) 

dan Instansi tempat pegawai itu bekerja. Sehingga dapat dikatakan semakin baik 

kompetensi yang dimiliki oleh pegawai maka kinerja yang dihasilkan oleh 

pegawai tersebut  akan semakin baik dan tentu saja kinerja secara satuan kerja 

maupun instansi pun akan menjadi baik. Untuk di Instansi Kepolisian Republik 

Indonesia penilaian terkait atas kinerja pelaksana tugas dapat terlihat di Laporan 

hasil Indeks Tata Kelola Polri.Masih masih pelaksana tugas kepolisian di setiap 

wilayah di hitung dan dijabarkan kinerjanya masing-masing dan di bandingkan 

pelaksana dengan wilayah mana yang paling memiliki kinerja yang terbaik,   

Sebagai di telah disebutkan bahwa kinerja yang dihasilan oleh instansi 

berawal dari kinerja pegawai. Agar kinerja menjadi baik maka kompentensi yang 

sesuai dengan tugas dilaksanakan oleh pegawai sangat diperlukan. Sehingga dapat 

dikatakan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai sangat perlu 

mendapatkan perhatian khusus terutama yang terkait dengan pengembangannya. 

Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh terhadap kinerja dan keberhasilan 

dalam pelaksanaan tugas baik untuk pegawai tersebut maupun instansi tempat 

pegawai tersebut bertugas.   

Hasibuan (2009) menyatakan bahwa perngembangan merupakan usaha 

untuk melnilngkatkan ke lmampuan telkni ls, telori ltils, konselptual, moral pe lgawai l 

selusai l delngan kelpe lrluan jabatan. Konselp pe lngelmbangan melnjadil usaha yang 

di llakukan dalam tujuan me lncapail hasi ll yang di lilngilnkan se lbagai l pelrwujudan 

upaya pelrbailkan kualiltas dari pegawai.  Konsep pengembangan kompetensi 
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dilakukannya usaha-usaha dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan yang 

dimiliki pegawai sebagai upaya untuk mendukung pencapaian atas tujuan dari 

organisasi. Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat 

diperoleh melalui Pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk pemenuhan 

kebutuhan kompetensi yang dimiliki oleh ASN diselarasakan dengan jabatan dan 

pengembangan karir dari ASN tersebut.   

Kompetensi pegawai merupakan sikap dan kemampuan yang dimiliki 

dalam menunjang pekerjaannya. Secara umum kompetensi terdiri atas 

pengetahuan, keahlian dan perilaku. Hal ini sesuai dengan dikemukakan oleh 

Spencer & Spencer (1993) yang menyatakan kompetensi sebagai karakter sikap 

dan perilaku, atau kemauan dan kemampuan individual yang relatif stabil ketika 

menghadapi situasi dan tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, 

konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan konseptual. Spancer 

membagi karakteristik yang membentuk kompetensi seorang pegawai yaitu motif, 

sifat, konsep diri, pengetahuan dan ketrampilan. Karakteristik-karateristik 

tersebut yang menjadi acuan menilai kompetensi yang dimiliki seseorang dan 

fokus dalam melakukan pengembangan atas kompetensi yang dimiliki oleh 

pegawai tersebut. Pengembangan yang mengacu terhadap katakteristik tersebut 

akan menghasilkan kegiatan pengembangan yang tepat dan pegawai akan 

memiliki kompetensi yang unggul. Kompetensi yang dimiliki seorang pegawai 

akan membuat pegawai tersebut bekerja secara efisien dan efektif serta berkinerja 

yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. 

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat ketergantungan antara kompetensi yang 

dimiliki dengan kinerja yang dimiliki seorang pegawai dan penaruhnya dalam 

pencapaian tujuan dari organisasi. Kompetensi yang sesuai akan mendorong 

seseorang untuk memiliki kinerja yang terbaik. Dikarenakan pentingnya 

kompetensi maka perlunya organisasi untuk dapat mengembangkan kompetensi 

yang dimiliki oleh setiap pegawainya. 

Banyak para ahli menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara 

kompetensi dengan tingkat kinerja. Spencer & Spencer (1993) dalam Moeheriono 



` 

5 
 

(2012)  menyatakan antara kompetensi dan kinerja saling terkait. Pentingnya 

kesesuaian kompetensi yang dimiliki dengan pekerjaan yang dilaksanakannya 

(The right man on the right job) dalam kaitannya apabila ingin menghasilkan 

kinerja yang maksimal, Kinerja yang dimiliki oelh pegawai memiliki hubungan 

dengan kompetensi, untuk meningkatkan kinerja seorang pegawai maka 

kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut juga harus ditingkatkan. Kompetensi 

yang dimaksud yaitu ketrampilan dan pengetahuan. Kompetensi yang maksimal 

yang dimiliki seorang pegawai selain memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai 

itu sendiri juga pada akhirnya memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi. 

Dengan alasan tersebut maka setiap organisasi wajib untuk melakukan 

pengembangan kompetensi yang dimiliki para pegawainya untuk mendukung 

kinerja pegawai tersebut sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi.   

Pemerintah mendukung terkait dengan pengembangan sumber daya 

aparatus sipil negara sebagai pelaksana kegiatan di instansi pemerintah. Kebijakan 

yang menjadi dasar dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia 

tertuang yaitu undang-undang Nomor 43 tahun 1999 yang merupakan Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 telntang Pokok-Pokok Ke lpelgawai lan. 

Agenda prioritas telah disusun terkait aparatur sipil negara yaitu yaitu (1) 

peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan dan reformasi birokrasi, (2) 

penataan kelembagaan, (3) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik 

serta (4) penguatan implementasi manajemen ASN.  

Peraturan tentang aparatur sipil negara nomor 5 tahun 2014 menjadi  dasar 

terkait upaya pemerintah dalam pengelolaan apartur sipil negara. Peraturan ini 

merupakan upaya pemerintah memberikan arah dan regulasi yang jelas kepada 

aparatur yang terkait dengan hak dan kesempatan yang dimiliki oleh Aparatur 

tersebut. Pada peraturan nomor 5 tersebut pada pasal 70 menyatakan bahwa  seltilap 

ASN melmpunyail kelselmpatan untuk me lndapatan pelnge lmbangan kompeltelnsil, 

bailk mellalui l pelndildi lkan dan Latilhan (Dilklat), Selmilnar, Kursus, Pelnataran dan 

seljelnilsnya. Se llanjutnya dalam rangka pelnge lmbangan kompelte lnsi l di lril, maka 

seltilap Ilnstansil dilwaji lbkan untuk melmbuat pe lrelncanaan pelngelmbangan 
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kompelte lnsi l tahunan yang telrtuang dalam relncana ke lrja beserta anggarannya. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlunya 

dilakukan pengembangan kompetensi aparatur negara  karena aparatur negara 

menjadi adalah satu aktor dalam penyelenggaran sistim pemerintahan. 

Sebagai pelaksan tugas di pemerintahan, aparatur sipil negara dituntut 

untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan syarat jabatan dan tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya. Namun kenyataan yang ada, terdapat aparatur sipil 

negara menduduki jabatan tanpa memiliki kompetensi yang sesuai. Kompas.com 

(2019) sesuai dengan pernyataan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara 

mengatakan bahwa sebanyak 34.57 % PNS memiliki kompetensi yang rendah, 

kualitas kinerja dan integritas yang rendah serta program pengembangan 

kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tujuan 

Pembangunan nasional. Selain itu data dari Lembaga Administrasi Negara (2020) 

menunjukkan bahwa gambaran saat ini, dari 4,5 juta pegawai ASN setidaknya 

46% hanya lulusan SMP dan SMA. Dengan mendasar pada data tersebut, 

menunjukkan bahwa ASN saat ini belum sesuai dengan yang disyaratkan. Hal ini 

yang menjadi alasan untuk setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk 

mengatur dan mengelola pengembangan kompetensi para pegawainya.  

Setiap instansi dituntut dapat melakukan pengelolaan atas pegawainya 

termasuk pengelolaan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompentensi 

yang dilaksanakan instansi perlu dibuat perencaanan termasuk juga kebutuhan 

anggaran yang disusun saat penyusunan rencana strategis instansi dibuat. Dengan 

dilaksanakan hal tersebut maka akan dapat diketahui periode pelaksanan 

pengembangan dan evaluasi atas hasil pelaksanaan tersebut. 

Pengembangan dilakukan dalam kaitannya dengan kinerja dan 

kompetensi. Apabila aparatur sipil negara melaksanakan pengembangan untuk 

senantiasa mengupdate kompetensi yang dimilikinya maka kinerja dari aparatur 

tersebut maksimal sehingga dlaam pelaksanan tugasnya dilakukan secara 

profesional.  Terkait dengan profesionalitas, BKN menyusun indeks 

professionalitas aparatur sipil negara untuk mengetahui kualitas aparatur sipil 
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negara. Berdasarkan indeks profesionalitas ini, diperoleh hasil jika beberapa 

dimensi yaitu dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerjadan 

dimensi disiplin.  

Berdasarkan hasil rilisan BKN tahun 2019 melalui surat C.26-30/V.103-

4/99 tanggal 10 Juli 2020 diketahui bahwa hasil penilaian indeks professional 

aparatur sipil negara masuk kategori “sangat rendah”. Penilaian berdasarkan 

dimensi kualifikasi yang dimiliki oleh aparatur sipil negara diperoleh nilai sebesar 

14,2 (dari score standar 25). Hasil tersebut didasarkan data bahwa kualifikasi 

berdasarkan pendidikan formal yang dimiliki oleh aparatur sipil negara rata-rata 

berada dibawah jenjang S1/D4. Sedangkan jika dilihat dari dimensi kompetensi, 

hasil skor yang diperoleh adalah 21,8 (dari score standar 40). Nilai rendah terkait 

ini terkait dengan pengembangan kompetensi yang belum maksimal dilaksanakan.  

Pengembangan kompetensi oleh Personil PNS yang cenderung baik dan mendapat 

perhatian yakni diklat PIM karena bersifat mandatory training,sedangkan untuk 

diklat teknis dan kegiatan seminar/workshop masih belum mendapat perhatian 

maksimal sebagai alat peningkatan kompetensi ASN. Padahal terkait dengan 

kompetensi ada himbauan kepada personil PNS untuk mengikuti pelatihan 20 JP 

pertahun (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017). Untuk dimensi kinerja 

diperoleh nilai 23,9 (dari score 30) dan nilai tersebut masuk ke kategori baik. Ini 

tentu merujuk pada nilai PPK aparatur sipil negara. Namun nilai PPK tersebut 

belum bisa secara menggambarkan secara pasti prestasi aparatur sipil negaar 

dalam dalam melaksanakan tupoksi dalam kaitannya dengan visi misi atau tujuan 

unit kerjanya. Sedangkan dimensi disiplin diperoleh nilai 4,9 (dari score 5). 

Dimensi ini dilihat dari hukuman yang pernah didapat. Dari dimensi displin ini 

termasuk kategori baik. 

Pendidikan dan pelatihan merupakan cara yang banyak dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah terkait dengan pengembangan kompetensi. Pelatihan dan 

Pendidikan ini masih dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk 

meningkatkan kompetensi agar sesuai dengan standar yang disyaratkan. Terdapat 

3 model Pendidikan dan pelatihan yang dipergunakan untuk pengembangan 



` 

8 
 

kompetensi yaitu Diklat struktural atau kepemimpinan dimana tujuan diklat ini 

untuk mencapai kompetensi kepemimpinan ASN sesuai dengan jenjangnya, 

Dilklat fungsi lonal melrupakan Pelndi ldilkan dan pe llati lhan yang dillaksanakan untuk 

tujuan me lncapail pelrsyaratan kompe ltelnsil yang selsuail delngan jelnils dan jabatan 

fungsilonal dil masilng-masilng instansi dan terakhir adalah diklat teknis merupakan 

pendidikan dan pelatihan untuk mencapai syarat kompetensi teknis yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas.  

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan SDM melalui Pendidikan dan 

pelatihan, juga dilaksanakan di instansi kepolisian. Instansi Kepolisian (Polri) 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tujuan secara organisasi 

yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam rangka 

terpeliharanya keamanan dalam negeri  

Polri menyadari pentingnya peranan SDM yang bisa diandalkan dan 

memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas untuk memastikan apa yang 

menjadi tujuan organisasi dapat tercapai. Pelaksanaan tugas dan pelayanan 

prima yang dilaksanakan oleh personil Polri dapat dilakukan secara maksimal 

apabila personil tersebut memiliki kompetensi sehingga pada akhirnya dapat 

terwujud pemerintahan yang baik (good governance) dan berkelas dunia (world 

class government).  

Namun tantangan yang ada juga semakin kompleks, tidak dapat diprediksi, 

dan tidak pasti, membuat Instansi Polri harus mampu mengelola personilnya 

sebaik-baiknya agar memiliki kompetensi yang mumpuni dalam pelaksanaan 

tugasnya. Dalam menghadapi tantangan tersebut personil seharusnya tidak hanya 

menjalankan tugas-tugas rutin tetapi juga perlu untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kompetensinya yang dimilikinya. Melalui peningkatan dan 

pengembangan kompetensinya, ASN diharapkan dapat bekerja secara 

professional, dalam penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan.  
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ASN apabila telah menjalankan pekerjaannya secara professional maka 

akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal baik ke internal institusi 

maupun eksternal institusi serta masyarakat umum. Dengan alasan tersebut maka 

pengembangan kualitas personil menjadi perhatian instansi agar personil yang ada 

berkualitas dan berdaya saing global.  

Berkaitan dengan kompetensi, pemerintah melalui Peraturan 

Presiden (PP) Nomor 81 Tahun 2010, memberikan perhatian terhadap 

peningkatan kualitas kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN dan hal ini 

tercantum dalam program Reformasi Birokrasi. Dari 8 program reformasi yang 

ditetapkan, penataan SDM yang  menjadi salah satu prioritasnya. Penataan sumber 

daya manusia ini memiliki fokus utamanya pada profesionalisme SDM. 

Profesional ini berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh personil di 

masing-masing satuan kerja tempat personil tersebut bertugas di masing-masing 

instansi pemerintah. Para aparatur negara tersebut diharapkan menjadi 

aparatukesesuaian jaminan kesejahteraan. Penyempurnaan tahap-tahap yang 

berkaitan dengan SDM dilakukan dalam program ini dimulai dari penerimaan, 

penempatan, peningkatan kemampuan dan reward terhadap kinerja pegawai  atas 

pelaksanaan tugasnya.  

Program transformasi reformasi birokrasi dengan program penataan SDM 

juga dilaksanakan di Instansi Polri. Polri presisi dipergunakan sebagai bentuk 

untuk proses transformasi Birokrasi di Polri. Melalui Polri presisi diharapkan para 

personil Polri memiliki kemampuan yang prediktif, responsibilitas dan 

transparansi berkeadilan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat memberikan 

pelayanan yang lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.  

Gambaran program transformasi Birokrasi yang dijalankan di Instansi 

Kepolisian tergambar berikut ini 
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Gambar 1.1  

Transformasi menuju Polri Presisi 

 

Sumber : Presentasi SDM pada rakernis tahun 2023 

 

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa grand strategi dipergunakan 

sebagai dasar dalam pelaksanaan strategi pencapaian sasaran visi presiden di 

Intansi Polri. Dari gambar 1.1 diatas terlihat bahwa satu dari 5 (lima) strategi 

pencapaian sasaran visi presiden yang dijalankan oleh Polri adalah pembangunan 

SDM dengan titik fokus untuk membentuk dan menghasilkan SDM yang unggul. 

SDM yang berkualitas adalah SDM yang berkompetensi yang cukup dalam 

menjalankan pekerjaannya.  

Dalam mencapai SDM yang berkualitas maka pembangunan SDM ini 

dituangkan kedalam 3 (tiga) program prioritas kapolri.  Program prioritas Kapolri 

berkaitan dengan SDM terdiri dari 

1. Program pengembangan peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas dari 

SDM Polri 

2. Program pengembangan sistem manajemen karir SDM berbasis kinerja. 

3. Perluasan kerja sama Pendidikan yang penyelenggaraannya di Indonesia 

maupun luar negeri. 
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Program-program yang berkaitan untuk peningkatan kemampuan yang 

dimiliki personil menjadi perhatian utama. Ini bertujuan agar pegawai Polri bisa 

melaksanakan program-program yang telah disusunnya dan memberikan 

pelayanan secara maksimal.  

Polda merupakan bagian dari pelaksana tugas Polri pada tingkat provinsi. 

Polda Metro Jaya menjadi perpanjangan tangan atas tugas Polri di wilayah DKI 

Jakarta. Berada di mana pusat pemerintahan dan pusat bisnis beroperasi, pekerjaan 

dan tanggungjawab yang dipegang Polda Metro Jaya sangat besar. Kegiatan 

pengamanan, pemelihara ketertiban serta pemberian pelayanan dalam 

pelaksanaan tugas dan memastikan semua berjalan sesuai aturan dan standar yang 

ada membutuhkan personil dari segi kuantitas dan kualitas.  

Pelaksanaan tugas di Polda Metro Jaya dilaksanakan oleh satuan-satuan 

kerja yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dan berbeda satu sama lain. 

Satuan kerja atau satker merupakan unit organisasi dimana personil baik Polri 

maupun PNS melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program yang telah disusun 

sebelumnya dengan didasarkan atas tugas dan fungsi dari satuan kerja tersebut. 

Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh satuan kerja saling melengkapi dengan 

tujuan mencapai apa yang telah ditetapkan. Apabila pelaksanaan tugas baik di 

tingkat Polda maupun satker dapat terlaksana dengan baik dan tercapainya tujuan 

organisasi maka dapat dikatakan bahwa personil memiliki kompetensi dan 

`berkinerja  tinggi. 

Dengan tugas yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya tersebut maka tidak 

dapat dipungkiri bahwa jumlah pesonil yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 

di Kepolisan sangat banyak. Dengan wilayah kerja yang tidak hanya berada di 

wilayah pusat Jakarta tetapi juga wilayah penyangga perbatasan di depok, Bekasi 

dan Tangerang. Dan dalam pelaksanaan tugas dikepolisian dilaksanakan oleh 

personil yang terdiri atas personil Polri dan personil PNS. Masing-masing personil 

tersebut  memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas.  

Terkait kondisi kuat peronil di Polda Jaya terlihat pada gambar dibawah 

ini  
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Gambar 1.2 

Kondisi Kuat Personil Polda Metro Jaya 

 

Sumber : Data yang diperoleh Dari SDM untuk bahan paparan Rakernis 

 

Pada gambar 1.2 terlihat bahwa jumlah personil di Polda Metro Jaya 

ditahun 2022 sebanyak 868 personil PNS yang bertugas di Polda Metro Jaya.  

Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 380 personil dari data personil PNS di 

tahun 2018 sebesar Rp. 1.248 orang.   

 PNS yang bertugas di Polda Metro Jaya memiliki peranan yang Peranan 

yang dimiliki PNS di Polda Metro berfokus pada pelaksanaan tugas yang bersifat 

administrasi/teknis. Dengan berkurangnya personil yang bertugas yang bersifat 

teknis/administrasi maka personil yang ada dituntut untuk lebih dapat memiliki 

kemampuan yang maksimal agar pelaksanaan tugas dapat terselesaikan dengan 

standar yang ada. Ketidaksesuaian jumlah PNS juga terdapat di tahun 2023 ini. 

Hal ini terlihat apabila jumlah riil PNS dibandingkan dengan daftar susunan 

pegawai (DSP) yang sesuai dengan SOTK Polda dan Polres. Peraturan kepolisian 

yang menjadi dasar atas kebutuhan personil yaitu nomor 14 tahun 2018 dan nomor 

2 tahun 2021.  

Pemenuhan jumlah personil secara kuantitas pada masing-masing satker 

pelaksana akan memastikan masing-masing pekerjaan dilaksanakan oleh masing 

masing personil dan tidak terdapat duplikasi pekerjaan juga tanggung jawabnya. 



` 

13 
 

Selain itu kuantitas personil PNS apabila sesuai dengan DSP maka akan 

memastikan pekerjaan dan tugas yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan 

juga tepat waktu sesuai standar yang ada. Selain itu juga personil yang 

menjalankan hanya tugas yang menjadi tanggungjawabnya maka akan dapat 

terpetakan kemampuan yang dimiliki oleh personil tersebut juga kebutuhan akan 

pengembangan kemampuan atas personil tersebut. Berikut adalah DSP yang ada 

disetiap satker dan jumlah PNS riil yang bertugas di Polda Metro Jaya  

Tabel 1.1 

 Tabel Jumlah PNS Polda Metro Jaya 

 

 

NO 

 

UNIT ORGANISASI 
DSP PNS RIIL PNS 

SELISIH 
IV III II/I JML IV III II/I JML 

 SATKER MAPOLDA  

1 ITWASDA 0 2 13 15 1 6 1 8 7 

2 ROOPS 0 4 20 24 0 1 3 4 20 

3 RORENA 0 11 14 25 1 7 1 9 16 

4 RO SDM 1 14 15 30 2 24 6 32 -2 

5 RO LOG 0 15 18 33 1 1 4 6 27 

6 BID PROPAM 0 5 19 24 0 5 0 5 19 

7 BID HUMAS 3 8 13 24 0 5 1 6 18 

8 BIDKUM 0 14 11 25 2 5 1 8 17 

9 BIDTIK 2 11 17 30 0 8 12 20 10 

10 SPRIPIM 0 4 5 9 0 3 1 4 5 

11 SETUM 2 8 10 20 0 4 1 5 15 

12 YANMA 0 4 29 33 0 3 17 20 13 

13 SPKT 0 2 12 14 0 1 0 1 13 

14 DITINTELKAM 0 7 36 43 0 1 10 11 32 

15 DITRESKRIMUM 0 5 23 28 0 4 11 15 13 

16 DITRESKRIMSUS 0 5 23 28 0 5 11 16 12 

17 DITRESNARKOBA 0 5 13 18 0 4 6 10 8 

18 DITBINMAS 0 5 10 15 0 8 2 10 5 

12 YANMA 0 4 29 33 0 3 17 20 13 

19 DITSAMAPTA 0 5 11 16 0 1 2 3 13 

20 DITLANTAS 0 0 238 238 2 49 106 157 81 

21 DITPAMOBVIT 0 4 36 40 0 4 2 6 34 

22 DITPOLAIRUD 0 7 23 30 0 0 0 0 30 

23 DITTAHTI 0 1 12 13 0 1 2 3 10 

24 SATBRIMOB 0 9 75 84 0 4 2 6 78 

25 BIDKEU 0 9 7 17 0 9 3 12 5 

26 BIDDOKES 0 15 14 29 11 40 29 80 -51 

27 SPN 0 5 20 25 1 5 18 24 1 

JUMLAH SATKER MAPOLDA 8 184 737 930 21 208 252 481 449 
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Sumber : Data olahan dari SOTK dan Kuat Personel PNS dari Satker SDM 

 

Dari table diatas diketahui bahwa kebutuhan personil PNS yang bertugas 

di Polda Metro Jaya secara DSP adalah 3.199 personil. Sedangkan data riil 

personil PNS yang ada sebanyak 860 personil. Berdasarkan data tersebut dapat 

diketahui untuk jumlah PNS yang seharusnya bertugas di Polda Metro Jaya masih 

mengalami kekurangan sebanyak 2.339 personil. Apabila dilihat pada masing-

masing satker, dapat diketahui bahwa hampir seluruh satker masih kekurangan 

personil dan hanya 3 (tiga) satker yang terdapat kelebihan personil. Jumlah 

personil yang telah ditentukan di dalam DSP di setiap satkernya sudah 

diperhitungkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan untuk 

pencapaian tujuan organisasi. Keadaan dilapangan yang berupa kurangnya 

personil yang seharusnya ada memiliki pengaruh terhadap kompetensi yang 

dimiliki PNS dalam penyelesaian pekerjaan, yaitu terdapat personil PNS yang 

mengerjakan pekerjaan diluat tanggung jawabnya. Seharusnya seorang personil 

PNS hanya mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya maka akan 

dapat diketahui dengan jelas kompetensi apa yang dibutuhkan dan dapat diketahui 

 

NO 

 

UNIT ORGANISASI 

DSP PNS RIIL PNS 
SELISIH 

IV III II/I JML IV III II/I JML 

  SATKER WILAYAH          

1 POLRES METRO JAKPUS 0 33 202 235 1 6 19 26 209 

2 POLRES METRO JAKUT 0 33 160 193 1 9 22 32 161 

3 POLRES METRO JAKBAR 0 33 166 199  12 15 27 172 

4 POLRES METRO JAKSEL 0 33 190 223  15 24 39 184 

5 POLRES METRO JAKTIM 0 33 154 187  14 19 33 154 

6 POLRES METRO 

TANGERANG KOTA 

0 33 157 190 2 19 30 51 139 

7 POLRES METRO BEKASI 

KOTA 

0 33 148 181 1 36 22 59 122 

8 POLRES METRO BEKASI 0 33 175 208 2 11 11 24 184 

9 POLRES METRO DEPOK 0 33 145 178 1 26 29 56 122 

10 POLRESTA BANDARA 

SOETA 

0 18 91 109  2 5 7 102 

11 POLRES PEL. TANJUNG 

PRIOK 

0 14 103 117  1 3 4 113 

12 POLRES KEPULAUAN 

SERIBU 

0 14 100 114  2 2 4 110 

13 POLRES TANGERANG 

SELATAN 

0 14 121 135  5 12 17 118 

 JUMLAH SATKER 

MAPOLDA 
0 357 1.912 2.269 8 158 213 379 1.890 

 JUMLAH TOTAL 

 
8 541 2.649 3.199 29 366 465 860 2.339 
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kesesuaian kompetensi yang dimilikinya dengan pekerjaan yang diberikan 

kepadanya.  

Namun pada pelaksanaannya dikarenakan ketidaksesuaian jumlah 

personil PNS sebagai sebagai pelaksana tugas administarsi menyebabkan ada 

personil menyelesaikan pekerjaan yang tidak hanya yang menjadi 

tanggungjawabnya tetapi juga untuk pekerjaaan dimana tidak ada personil yang 

menduduki jabatan tersebut (Double Job).  Kelebihan pekerjaan yang 

dilaksanakan seorang aparatur sipil negara maka menyebabkan kompetensi 

Personil yang dimiliki personil tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan 

oleh personil PNS. Ketidak sesuaian kompetensi dengan pekerjaan tersebut 

akhirnya akan berakibat pada kinerja.   

Jabatan merupakan hak yang diberikan untuk personil yang telah 

memenuhi persyaratan jabatan. Personil PNS diberikan jabatan dalam 

pelaksanaan tugasnya menjadi hak personil tersebut dikarenakan kesesuaian 

persyaratan yang ada. Promosi jabatan diberikan untuk personil PNS untuk 

memberikan semangat kepada personil tersebut dalam pelaksanaan tugasnya serta 

tunjangan yang baik. Pemberian jabatan sebaiknya diikuti dengan peningkatan 

kemampuan yang disesuaikan dengan jabatan tersebut. Peningkatan kompetensi 

yang sesuai dengan jabatan akan membuat personil PNS dapat mengerjakan tugas 

dengan efisien, efektif dan optimal.  

Pengembangan kompetensi untuk personil merupakan hal yang mutlak 

yang harus dimiliki oleh personil PNS. Namun kondisi di Polda Metro Jaya, 

terdapat Personil PNS masih banyak belum memiliki kompetensi yang sesuai 

namun mendapatkan jabatan. Belum memiliki kompetensi yang sesuai jabatan 

akan membuat tugas yang dilaksanakan tidak maksimal. Ketidakcukupan 

kompetensi yang dimiliki personil akan memiliki akibat terhadap kinerja individu 

dan pada akhirnya ke kinerja organisasi. 

Ketrampilan menurut Menurut Gordon C (1994:55) adalah kemampuan 

untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Sedangkan Dunnette 

(1976: 33) menyatakan keterampilan sebagai  kapasitas yang dibutuhkan untuk 
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melaksanakan beberapa tugas yang merupakan pengembangan dari hasil training 

dan pengalaman yang didapat. Spencer menyatakan dengan ketrampilan maka 

pegawai akan memiliki kemampuan concern for order (CO) yaitu 1) memiliki 

motilvasi l dalam dilril untuk melmilnilmalilsilr kelti ldakpastilan yang di lhadapi lnya. 

Khususnya pelri lhal masalah pelkelrjaan, ilnformasil, data dan i lnstruksi l, orang jelni ls 

i lnil sangat melmpelrhiltungkan. 2) Ilntilatilve l (IlNT) yailtu dorongan ilngi ln tampi ll lelbilh 

melnonjol dari l ke lbutuhan atau tuntutan pelkelrjaan untuk mellakukan se lsuatu.3) 

Ilmpact and Ilnfluelncel (IlMP) yai ltu tilndakan untuk me lmpelrsuasil, me lyakilnkan dan 

melmpe lngaruhil selselorang de lmil me lndukung tujuannya. Dan 4) Kelte lrampi llan 

i lnformatilon selelki lng me lrupakan usaha tambahan yang dilkelluarkan tildak lailn 

untuk me lngumpulkan i lnformasil selbanyak-banyaknya 

Jika didasarkan pada hal diatas maka terdapat gambaran masih kurangnya 

personil PNS yang memiliki kecukupan kompetensi dan kegiatan pengembangan 

yang dijalankan oleh personil tersebut. Padahal keberhasilan suatu organisasi 

dalam pencapaian tujuan sangat ditentukan keberhasilan pegawainya 

melaksanakan tugas. Tentu saja SDM yang berkualitas merupakan SDM yang 

berkompetensi yang tinggi dengan memiliki kecukupan Pendidikan dan pelatihan 

yang akan mendukung PNS tersebut melaksanakan tugasnya.  

Standar kompetensi perlu disusun untuk melihat kemampuan personil 

PNS dalam pelaksanan tugasnya. Belum adanya standar baku untuk mengetahui 

kompetensi yang dimiliki oleh personil PNS. Standar BKN berupa indek 

profesionalitas personil PNS dimana kompetensi dapat diukur belum 

dipergunakan di Polda Metro Jaya untuk mengetahui kmpetensi dari PNS tersebut.  

Apabila dilihat dari jumlah personil PNS yang bertugas, kurangnya 

personil yang memiliki kecukupan kompetensi, ternyata disebabkan juga dari 

minat dan keinginan dari personil tersebut mengikuti pelatihan yang ada.  

Sedikitnya personil yang mengikuti pelatihan dapat terlihat dari animo peserta 

yang akan mengikuti pelatihan dan peserta yang lulus sehingga dapat mengikuti 

pelatihan tersebut. Data yang dimiliki di Polda metro Jaya menunjukkan bahwa 
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tidak banyak personil PNS yang akan mengikuti pengembangan kompetensi dapat 

terlihat dari gambaran berikut ini  

Tabel 1.2 

Data Dikbangpes Polri 

 

Sumber : Data SDM Polda Metro Jaya untuk Rakernis Polri 

Dari data diatas terlihat bahwa pengembangan kompetensi yang dilaksanakan 

oleh personil ditahun 2023 ini samapai dengan Maret 2023 tidak terdapat personil 

PNS yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi Polri. Jika 

dilihat pusat pendidikan (Pusdik) yang menyelenggarakan pelatihan yang dapat 

diikuti oleh personil PNS terdapat di Pusdik Min (Administrasi). Di Pusdik ini 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan komeptensi PNS sebagai 

pelaksana adminsitrasi dilaksanakan. Namun dengan berdasarkan data diatas 

tersebut ternyata tidak ada personil PNS yang mengikuti.  

Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang pelaksanaanya diperuntukan 

bagi personil Polri Berkaitan dengan pengembangan kompetensi ASN di 

Kepolisian, menggunakan sistim Pendidikan dan penyelenggaraan dengan dasar 

aturan Peraturan Kapolri nomor 19 tahun 2010 dan nomor 4 tahun 2010. Dalam 

peraturan tersebut dijelaskan jenis pelatihan dengan tujuan pengembangan 

kompetensi yang bisa diikuti oleh personil dan persyaratannya.  

Berikut ini merupakan contoh jenis pelatihan yang bisa diikuti oleh personil 

di Polda metro Jaya. 



` 

18 
 

Tabel 1.3 

Data Dikbangum Polri 

 

Sumber : Data SDM Polda metro Jaya untuk Rekernis Polri 

Dari tabel 1.3 jenis pelatihan Dikbangum Polri di tahun anggaran 2023 

hanya di Pendidikan Diklat PIM TK II atau sekarang lebih dikenal dengan PKN 

tingkat II hanya untuk personil yang menduduki jabatan eselon II. Dan tidak 

tedapat personil PNS dengan eselon II yang bertugas di Polda Metro Jaya.  

Peltihan yang dapat diikuti oleh PNS yang terbanyak dengan golongan III adalah 

PKA dan PKP. Namun data di lapangan dari Biro SDM, personil PNS yang 

mengikuti PKA dan PKP juga jumlahnya tidak banyak. 

Pengembangan kompetensi dalam tujuan peningkatan kemampuan PNS 

dapat dilakukan melalui Pendidikan baik formal maupun dalam bentuk pelatihan 

yang diselenggarakan dari pihak instansi, seminar dan lain sebagainya.  Simamora 

(1997:343) membedakan antara pelatihan dengan Pendidikan. Pendidikan lebih 

luas lingkupnya dan memiliki tujuan untuk mengembangkan individu. Dan 

pendidikan dikaitkan dengan Pendidikan formal seperti akademi atau perguruan 

tinggi. Sementara pelatihan lebih berorientasi pada keahlian dan biasanya 

berlangsung di dalam lingkungan organisasi meskipun pelatihan juga 

diselenggarankan di luar organisasi.Pendidikan dan pengembangan kompetensi 

yang dapat diikuti oleh personil PNS di Polda Metro Jaya memiliki keterbatasan 

yaitu jenis Pendidikan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan tidak 

banyak. Kuota terbatas yang bisa diikuti menjadi alasan dengan sedikitnya peserta 
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yang mengikutinya. Berikut data terkait pengembangan kompetensi yang dimiliki 

oleh satker Pembina fungsi Biro SDM 

Tabel 1.4 

Data Pengembangan PNS

 

Sumber : Data dari SDM Polda Metro Jaya untuk Rekernis Polri 

Data berikut ini merupakan data berkairan dengan animo PNS atas 

pengembangan PNS di Polda Metro Jaya.Dari table diatas dapat diketahui bahwa 

jumlah animo personil PNS yang  mengikuti pengembangan tidak banyak hanya 

6 orang yang mengikuti pelatihan pengembangan. Pelaksanaan pengembangan 

diatas, terkait dengan sedikit jumlah personil PNS yang mengikutinya, dapat 

dikatakan bahwa terdapat informasi yang diterima bahwa kuota pelatihan sangat 

sedikit dan juga terkadang ada beberapa pengembangan yang tidak diperoleh 

personil PNS di satuan kerjanya. Hal ini yang dapat menjadi dasar kurangnya 

personil yang dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Polda Metro 

Jaya. 

Selain Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya, 

kendala yang ditemui dilapangan terkait dengan pengembangan kompetensi 

adalah jenis pengembangan kompetensi yang dapat diikuti oleh Personil PNS 

tidak banyak. Seminar yang ada merupakan seminar yang berkaitan dengan 

tupoksi personil Polri dalam kaitannya pelaksanaan tudas di lapangan. Sedangkan 

seminar yang dapat diikuti personil PNS belum ada. 



` 

20 
 

Dari informasi yang ada, kendala yang ditemui oleh pasra pegawai 

berkaitan dengan Dikbangspes ini adalah dari segi informasi pelaksanaan  

Pengembangan kompetensi yang dijalankan oleh PNS harus senantiasa 

dievaluasi dan hasilnya tersebut dapat dipergunakan untuk mengetahui kualitas 

dan kompetensi yang dimiliki olen PNS tersebut dan dipergunakan sabagai dasar 

untuk kepentingan penempatan, dan pemberian jabatan serta dapat digunakan oleh 

personil yang bersangkutan untuk pengembangan kariernya. Namun pelaksanaan 

evaluasi dan tindak lanjut terkait dengan pengembangan kompetensi PNS belum 

mendapat perhatian secara khusus.  Di instansi Polri terdapat aplikasi Sistem 

Informasi Personel Polri (SIPP). Aplikasi SIPP merupakan aplikasi secara 

komputerisasi yang berisikan data terkait dengan personil yang bertugas di 

kepolisian. Data personil yang terdapat dalam aplikasi SIPP termasuk data terkait 

kompetensi yang dimiliki oleh personil tersebut termasuk pendidikan dan 

pelatihan yang telah diikutinya. Namun aplikasi SIPP saat ini belum digunakan 

dan untuk update datanya masih belum maksimal. 

Untuk mengetahui kesesuaian kompetensi dan kompetensi yang dimiliki 

personil PNS, maka perlu dilaksanakan evaluasi dan tandak lanjut terkait dengan 

kompetensi yang ada. Namun pada prakteknya kegiatan evaluasi dan tinjut terkait 

kompetensi yang dimiliki aparatur sipil negara belum dilakukan. Dan hal ini 

menjadi suatu tantangan berat bagi Polda Metro Jaya terkait upaya untuk 

meningkatkan kualitas peseonilnya dalam pelaksanaan tugasnya. 

 Kondisi yang ada dilapangan saat ini masih ada perbedaan antara standar 

kompetensi sesuai aturan dengan kompetensi yang secara riil yang ada oleh ASN. 

Hal ini tentu akan berdampak bagaimana ASN tersebut melaksanakan tugasnya 

dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan 

pengembangan karir PNS.  

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas diatas maka penelitian ini 

ditujukan untuk menganalisa strategi pengembangan kompetensi PNS yang ada di 

Polda Metro Jaya  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan informasi dan hasil pengamatan yang diperoleh pada latar 

belakang diatas, maka identifikasi masalah berkaitan dengan pengembangan 

ASN di Polda metro Jaya adalah sebagai berikut: 

1. Belum sesuainya DSP sehingga terdapat personil PNS yang melaksanakan 

pekerjaan diluar tanggungjawabnya sehingga mempengaruhi kompetensi 

yang dimiliki.  

2. Sistem Pemetaan kompetensi personil yang berasal dari Aplikasi SIPP 

berlum terupdate datanya. 

3. Sistem SIPP sebagai penyedia data PNS belum update data yang ada. 

4. Belum dilakkukan penilaian atas profesionalitas dan kompetensi dari PNS 

5. Masih banyak PNS yang belum mengikuti Pendidikan dan pelatihan 

mengindikasikan pengembangan kompetensi PNS belum berjalan optimal. 

6. Belum ada evaluasi terkait dengan pengembangan kompetensi personil PNS 

di Polda Metro Jaya. 

7. Belum ada tindak lanjut terkait dengan personil PNS yang belum mengikuti 

pengembangan kompetensi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan didasarkan uraian diatas, berikut yang menjadi fokus dalam 

permasalahan di penelitian ini adalah   

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belum optimalnya 

pengembangan kompetensi di Polda Metro jaya? 

2. Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan pengembangan kompetensi PNS 

di Polda Metro Jaya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belum 

optimalnya pengembangan kompetensi personil PNS di Polda Metro Jaya. 
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2. Untuk merumuskan strategi pengoptimalan pengembangan  kompetensi 

personil PNS yang ada di Polda Metro jaya. 

 

 E.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademik, memberikan pengetahuan tentang strategi pengembangan 

kompetensi dan diharapkan dapat dikembangkan pada ilmu administrasi 

negara khususnya terkait kompetensi terutama PNS.  

2. Bagi instansi Polda Metro Jaya, melalui penelitian unu diharapkan hasil 

yang diperoleh bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk 

semua pihak yang berkepentingan terutama pemangku kebijakan berkaitan 

dengan kompetensi PNS dan pengembangannya dengan tujuan 

profesionalisme pelaksanaan tugas dan pelayanan yang lebih baik kepada 

instansi, pegawai itu.  

  


